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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR \D TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SUPATI MUSI BANYUASIN

Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun
2009, tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka
PeriJtura'n Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun
2002, tentang Pajak Hiburan perlu untuk ditinjau kembali untuk
disesuaikan dengan ketentuan yang ada;

b. bahwa berdascHkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a tersebut diatas, maka perlu diatur dan diteta'pkan-dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pajak
Hiburan.

Mengingat 1. Undang-Undang NOl1lor 28 Tahun 1959 tentang Pel1lbentukan
Da'erah Tingkat II dan Kotapraja di SUlllatera Selatan (Lel1lbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 NOl1lor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang NOl1lor 8 Tahun 1981 tentang Hukunl Acara
Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
NOl1lor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

3. Undan£l-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3684);

4. Undall~I-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
TahuI, 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3686);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lel1lbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6. Undang-undang
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6. Undang-undang NomoI' 10 Tahun 2004 tentang Pernbentukan
Peraluran Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nornor 53, Tarnbahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia NomoI' 4389);

7. Undang-Undang NomoI' 32 Tahun 2004 tenlang Pernerintahan
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
NomoI' 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
NomoI' 4437) sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang
NomoI' 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang NomoI' 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NomoI' 59,
Tarnbahan l_ernbaran Ne[jara Republik Indonesia NomoI' 4844);

8. UnrJang-Undang NomoI' 33 Tahun 2004 tenlang Perimbangan
Keuangan anlara Pemerintah Pusal dan Pemerintah Daerah
(Lernbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2004 NomoI' 126.
Tambahan l_embaran Negara Republik Indonesia NomoI' 4438);

9. Undang-Undang NomoI' 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah'
dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 NomoI' 130, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia NomoI' 5049);

10. Peraturan Pemerintah NomoI' 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyitaan Dalarn Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 NomoI' 247,
Tambahan Lembaran Ne~JaraNomoI' 4049);

11. Peraturan Pernerintah NomoI' 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penjualan Barang Sitaan (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 248, Tarnbahan Lembaran Negara NomoI'
4050);

12 Peraturan Perner.intah NomoI' 137 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan
Pemberian Ganti Rugi Dalarn Rangka Penagihan Pajak Dengan
SurCit Paksa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
NomClr249 Tarnbahan Lcmbaran Negara NomoI' 4051);

13. Peraturan Pemerintah NomoI' 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan PemE:rllltahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pcrnerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran l'Jegara
Republik Indonesia rahun 2007 NomoI' 82, Tambahan Lembaran
Ne~i<lraRepublik IndllncsiCl NomoI' 4737);

14. Pcraturan Menteri Dalalll Negeri NomoI' 4 Tahun 1997 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pernerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalarn Negeri NomoI' 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanil diubah
dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri NomoI' 59 Tahun 2007
lentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalarn Negeri NomoI' 43 Tahun 1999 tentang
Sistern dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi
Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin NomoI' 5 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah, Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 NomoI' 36);

18. Peraturan. .
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18. Peraturan Blipati MllSi Ba,nyuasin Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Flingsi Dinas Pendapatan,
Pengelolaan I<euimgan dan Aset Daerah Kabupaten Musi
Barlyuasin.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini.yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaterr Mlisi Banyuasin.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah

3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah,

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan' daerah sesual dengan peraturan perundang-
undangan.

6. Dinas Pendapatan, Pen!Jelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
yang selanjlltnya' disebllt DPPKAD adalah Unsur Pelaksana
Pemerintah Kabupeten Musi Banyuasin di Bidang Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terlltang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsllng dan digllnakan lIntuk keperilian Daerah
ba~li sebesar-hesarnya kemakmuran rakyat.

8. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak atas
perryelenggarilarl hibllran.

9 Hibllran adalah sernua jenis tontonan, pertunjukan, permainan.
dan/atau keralTlaian yang dinikrnati dengan dipungut bayaran.

10. Penyelenggaraan ...
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10. Penyelenggaraan Hiburan adalah Perorangan tau Badan yang
menyelenggarakan baik untuk atas namanya sendiri atau untuk
dan atas nama' pihak lain yang menjadi tanggungannya di
Kabupaten Musi Banyuasin.

11. Penonton alall pengunjung adalah setiap orang yang
menghadirkall suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar
atau Illenikillatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan
oleh penyelengggara hiburan, kecuali petugas yang melakukan
tugas pengawasan, penyelenggarakan hiburan itu di Kabupaten
Musl Banyuasin

12. Tanda Illasuk adalah suatll tanda atau alat yang sah dengan
nama dan benluk apapun yang dapat digunakan untuk menonton,
menggllnakan atau Illenikmati hiburan di Kabupaten Musi
Banyuasin.

13. Surat Pemberitahu,lIl Palak Oaerah, yang selanjutnya disingkat
SPTr'O, adalah ~UI Cit yang oleh Wajib Pajak digunakClll untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembaYClran pajak, objek
pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-lindangall
perpajakan daerah.

14. Surat Setoran Pajak Oaerah, yang selanjutnya disingkat SSPD
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telal1
dilakukan dengan meng.gunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas c1aerahmelalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Kepala Oaerah.

15. Surat Ketetapan Pajak Oaerah Kurang Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPOKB, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,
jumlah kekurangan pemlbayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SI<,POKBT, adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya dislllgkat
SKPON, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atall
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

18. Surat Ketetapan Pajak Oaerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPOLB, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah
kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau
seharusnya tidak terutan£l.

19. Surat Tagihan Pajak Oaerah, yang selanjutnya disingkat STPO,
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

20. Sural ...
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20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Sayar, Surat
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat
Keputusan Keberatan.

21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh
pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak

22 Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh
Wajib Pajak

23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah, penentuan
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak
kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

24. Pelllbukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data informasi keuangan
yang Illeliputl harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya
serta Jumlah harga perol.ehan dan penyerahan barang atau jasa
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca
dan laporan laba ruSlipada setiap tahun pajak tersebut.

25 Pemeriksaan eldalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keteran!jan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif. dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

26. Penyidik adalah pejabat pegawal negen sipil tertentu di
lingkung an Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

27. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan
retribusi adalah seranSlkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

28. Juru Sita Pajak adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melakukan
penyitaan dan menguasai barang atau harta wafib pajak guna
dijadikan jaminan untuk melunasi hutang pajak sesuai ketentuan
peraturan perundang-unclangan yang berlaku.

29 Kantor Pelayanan Plutang dan Lelang Negara adalah Kantor
Pelayanan Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya
meliputi Daerah Kabupaten Musi Sanyuasin.

30. Juru Sita
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30. Kas Daerah adalah' Kas Umum Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin.

31. Penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya
pajak terhutang yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat
yang dilunjuk berdasarkan data yang ada a\au keterangan lairl
yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk

BAB II

I'JAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

(1) Pajak Hiburan adalah paj,lk atas penyelenggaraan hiburan ;

(2) ObJek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan
dengan dipungut bayaran ;

(3) ObJek Pajak sebagaimanCi dimaksud pada ayat (2) melipu\i ;

a. ton\onan film;

b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

c. kon\es kecantikan, binaraga, dan sejenisnya ;

d. pameran;
e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya ;

f. sirkus, akrobat, dan :;ulap ;

g. permain<1n bilyar, golf, dan boling;

h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan perrnainan
ketangkasan ;

I. panti pijat, refeksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran
(fitness center) ; dan

J. pertandingan olahra£Ja.

P~jsal3

(1) Subjek Pajak Hiburan adalah Orang Pribadi atau Badan yang
menikmati Hiburan ;

(2) Wajib Pajak Hiburan adalah Orang Pribadi atau Badan yang
menyelenggarakan Hiburan.

BAB 111...
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BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

jurnlah uang Yclllg
oleh penyelenggara

( 1)

fJasal4

DasiH pengen,liJII I'ajak Hiburan adalah
diterima atau yang seharusnya diterima
Hiburan ;

(2) Jurnlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dirnaksud
pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma
yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Pasal 5

Besarnya tarif pajak untuk setiap hiburan adalah :

a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian urnum yang
menggunakan sarana film/tontonan di bioskop ditetapkan :

1) Golongan A II Utama sebesar 20 % (tiga puluh persen).

2) Golongan A I Utama sebesar 15 % (dua puluh delapan
pers8n).

3) Golongan B II Utama sebesar 14 % (dua puluh lima
persen) .

•1) Golongan B I Utarna sebesar 13 % (dua puluh tiga
persen).

5) Golongan C II Utama sebesar 12 % (dua puluh persen).

6) Golongan 0 II Utama sebesar 11 % (sepuluh persen).

7) . Jenis Keliling sebesar 10% (sepuluh persen).

b. LJntukhiburan berupa :

1) pagelaran busalla, sebesar 10 % (sepuluh persen) ;

2) kontes kecantikan, sebesar 10 % (sepuluh persen) ;

3) kontes binaraga, sebesar 10% (sepuluh persen) ;

4) diskoiik, karaoke, dan klab malam, sebesar 20 % (dua
puluh persen) ;

5) sirkus, akrobat, dan sulap, sebesar 10 % (sepuluh
persen) ;

6) perrnainan bilyar, golf, dan boling, sebesar 20 % (dua
puluh persen) ;

7) pacllan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan
ketangkasan, sebesar 10 % (sepuluh persen) ;

8) panti pijat, refleksi, rnandi uap/spa, sebesar 20 % (dua
puluh persen) ;

D) pusat kebugaran (fitness center), sebesar 10 %
(sepuluh persen) ;

c. Untuk.
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c. Untuk hiburan rakyatltradisional berupa :

1) pagelaran kesenian, sebesar 10 % (sepuluh persen) :

2) pagelaran musik, sebesar 10 % (sepuluh persen) :

3) pagelaran tari, ~;ebesar 10% (sepuluh persen) :

4) pameran seni, sebesar 10 % (sepuluh persen) ;

5) pertandingan olahraga, sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA

PERHITUNGflN PAJAK

(1) Pajak yang terutclllg dipungut di wilayah Kabupaten Musi
Banyudsin:

(2) Besaran pajak terutang dihitung dengan cara menga[ikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan
pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal I

Masa Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

PasalB

Pajak terhutang dalam masa pajak dihitllng sejak saat pe[ayanan atall
penye[enggaraan kegiatan.

BAB VI

TATA CARA PEMUN8UTAt, PAJAK DE~IGAN SURAT KETETAPAN PAJAK

DAN DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

Pasal 9

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Seliap Wajib Pajak wajib membayar Pajak dengan dibayarkan
sendiri o[eh wajib pajak.

PasaI10 ...
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Pasal 10

(1) Setiap Wajib Pajak yang membayar sendiri pajak yang terutang
wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTF'D sebagaimana dimaksud pada ayat (1). harus diisi dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak
atau f<uasanya.

(3) SPTPD sebagaimana dirnaksud ayat (1) harus disarnpaikan
kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling larnbat 15 (lima
belas) hari setelah berakhirnya rnasa pajak

(4) Apabila batas waktu penyarnpaian SPTPD sebagairnana ayat (3)
jatuh pada hari libur, rnaka batas waktu penyampaian SPTPD
jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

(5) Bentuk, isi, tata cara penerbitan, tata cara pengisian dan
penyarnpaian SPTPD, ::,KPDKB dan SKPDKBT diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1) Wajib Pajak yang melllenuhi kewajiban perpajakan dengan
rnernbayar sendiri sebagairnana dimaksud pasal 10 ayat (1)
dibayar berclasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

(2) SPTPD sebagairnana dimaksud Pasal 10 ayat (1) digunakan
untuk menghitung, Illernperhitungkan, rnenetapkan dan
rnelaporkan pajak sendiri yang terutang.

Pasal 12

(1) Dalarn jangkcl waktu 5:lirna) tahun sesudah saat terutangnya
pajak, Bupati c1apatmenerbitkan:

a. SKPDKB dalal1l hal:
1) jika berdasarkan hasilperneriksaan atau keterangan lain,

pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupatl dalam
jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan setelah ditegur
secara tertulis tidak disarnpaikan pada waktunya
sebagairnana ditentukan dalarn surat teguran;

3) jika kewajiban rnengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang
terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika diternukan data baru dan/atau data yang
sernula belum terungkap yang rnenyebabkan penarnbahan
jurnlah pajak yang tefutang.

c. SKPDN jika jurnlah pajak yang terutang sarna besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak

(2) JUllliah kekurangan pajak yang terutang dalarn SKPDKB
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka
2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlarnbat
dibayar untuk jangka wclktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jurnlah.
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(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi
administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari
jumlah kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan
jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan
pemeriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi
administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang
kurang atau lerlambat dibayar IIntuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(6) Tata cara penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan
pen yampa ian SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

(1)

(2)

Pasal13

Bupati dapat menerbitkan STPD jika:

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan
pembayaran sebagcli akibat salah tulis dan/atau salah
hitung;

c. WaJib I~LlJ3kdikenakan sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan
sejak saat terulangnya pajak.

13i\8 VIII

PENAGIHAN SFKf:TIKA DAN SEKALIGUS

Pasal 14

(1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa
menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran, apabila :

a. wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan
Indonesia untuk selama-Iamanya, atau berniat untuk itu;

b. wajib ..
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b. wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan
barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka
Inenghentikan atau mengecilkan kegiatan parusahaan, atau
pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;

c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak akan meillbubarkan badan usahanya, atau
Illenggabungkan usahanya, atau Illemekarkan usahanya.
atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau
dikuasainYIl. at:1U melakukan perubahan bentuk lainnya;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah'

e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda
kepailitan.

(2)Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, sekurang-
kurangnya memuat ;

a. nama WaJib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung
Pajak; .

b. besarnya utang pajaf~;

c. perintah untuk membayar; dan

d. saat pelunasan pajak.

(3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan
.sebelum penerbitan Surat Paksa.

(4) . Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 15

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjUk,
hasil penerimaan pajak harus disetor di Kas Daerah
selambat-Iambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu tertentu yang
ditentukan dengan Peraturan Bupati.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 1,3

(1) SKPDKB, SKPDKBT, STPIJ, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar
penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(2) Bupati ..
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(2) Bupali alas permohonan Wajib pajak selelah memenuhi
persyaralanyang dilentukan dapal memberikan perselujuan
kepada Wajib Pajak unluk mengangsur alau menunda
pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan.

(3) Kelenluan lebih lanjul mengenai tata cara pembayaran, angsuran
dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraluran
Bupal!.

Pasal 17

(1) Pajak yang lr.;rulang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD,
Sural Kepulusan Pembetulan, Sural Kepulusan Keberalan dan
Pulusan Banding yang lidak alau kurang dibayar oleh Wajib Pajak
pada waklunya dapal dilagih dengan Sural Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Sural Paksa dilaksanakan berdasarkan
peraluran perundang-undangan.

Pasal 'IE)

(1) Seliap pembayaran pajak diberikan landa bukti pembayaran dan
dicalal dalam bllkll i',',nerimaan.

Benluk, jenis, isi, ukuran landa bukli pembayaran dan buku
penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (1),
dilelapkan dengan Peraluran Bupali.

BAB X

TATA CARA PENA(3IHAN PAJAK

Pasal 19

(1) Sural Teguran alau Sural Peringalan alau sural lain yang seJenis
sebagai awal lindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan
7 (lujuh) hari sejak saal jaluh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (lujuh) hari setelah langgal Sural Teguran
alau Sural Peringalan alau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak
harus melunasi pajak yang lerulang.

(3) Sural Teguran, Sural Peringalan alau sural lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupali
alau pejabal yang dilunjuk.

Pasal 20

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi
dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Sural
Teguran, Sural Peringalan alau sural lain yang sejenis, jumlah
pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Bupali menerbilkan Sural Paksa segera setelah lewal 21 (dua
puluh salu) hari sejak langgal Sural Teguran, Sural Peringalan
alau sural lain yang sejenisnya.

Pasal21.
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Pasal 21

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka
waktu 2 x 24 jam sesudah tan~lgal pemberitahuan Surat Paksa, Bupati
segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Pasal22

Setelah dilaksanakan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi
hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal
pelaksanaan perintah melaksanakan penyitaan, Bupati mengajukan
permintaan penetapan tang gal pelelangan kepada kantor Lelang
Negara.

Pasal 23

Setelah kantor Lelang. Negara. menetapkan hari, tanggal,jam dan
tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera
secara tertulis kepada Wajib Pajak,

Pasal 24

Bentuk, j.enis, isi formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan
pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

PENGURANGAN, KEI"\INGANAN DAN

PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 25

(1) Bupati berdasarkan perillohonan Wajib Pajak dapat memberikan
pengurangan, kering,lIlan dan pembebasan pajak.

(2) Tata cara penguranqan, keringanan dan pembebasan pajak
sebaUdlmana dlillaksud pada ayat (1), ditetapkan clengan
Peraturan Bupati

BAB XII

PEMBETULAN,PEMBATALAN,

PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN

ATAU PENGURANGAN SANKS I ADMINISTRATIF

Pasal213

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati
dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN
atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis
dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

(2) Bupati..
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(2) Bupati dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi adlllinistratif
berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang
Illenurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,
dalalll hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. Illengurangkan atau Illeillbatalkan SKPDKB, SKPDKBT
atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

e. Illengurangkan atau Illeillbatalkan STPD;

d. Illeillbatalkan hasil peilleriksaan atau ketetapan pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata. eara
yang ditentukan; dan

e. Illengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan
pertilllbangan kelllaillpuan Illeillbayar Wajib Pajak atau
kondisi tertentu objek pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata eara pengurangan atau
penghapusan sanksi adillinistratif dan pengurangan atau
peillbatalan ketetapan pajak sebagailllana dilllaksud pada ayat
(2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 27

(1) Wajib Pajak dapat Illengajukan keberatan hanya kepada Bupati
atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;

e. SKPDLB;

d. SKPDN; dan

e. Pemotollrpn atau peillungutan oleh pihak ketiga
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah ..

(2) Keberatan diajukan seeara tertulis dalalll bahasa Indonesia
den9an disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalalll jangka waktu paling lailla 3 (tiga)
bulan sejak tanggal surat, tanggal peillotongan atau peillungutan
sebagailllana c1illlaksud pada ayat (1), keeuali jika Wajib Pajak
dapat Illenunjukkan ballWCi jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Kcber<llan dapal diaJukan apabila Wajib Pajak telah Illeillbayar
paling sedikit seJullllah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak Illelllenuhi persyaratan sebagailllana
dilllaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) lidak
dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga lidak
d ipertilllbangkan.

(6) Tanda.
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(6) Tanda penerilllaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati

atau pejabat y;lng ditunjuk atau tanda pengirilllan surat keberatan
Illelailli surat pos tercatat sebag-ai tanda bukti penerilllaan surat
keberatail.

Pasal28

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lailla 12 (dua betas) bulan,
sejak tanggal Surat f(eberatan diterillla, harus Illeillberi
keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atall seiJagian, menolak, atau menaillbah besarnya
pajak yang terutang

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dilllaksud pada ayat (1) telah
lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 29

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan perillohonan banding hanya
kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenal
keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Permohonan banding sebagaimana dilllaksud pada ayat (1)
diaJukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan
yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan
diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan
lersebut.

(3) Pengajuan perillohonan banding
membayar pajak sampai dengan 1
penerbitan Putusan Bandin[J.

menangguhkan kewajiban
(satu) bulan sejak tanggal

Pasal 30

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan
.sebagian atau seluruhnya, kelebihan peillbayaran pajak
dikembalikan dengan ditarnbah illlbalan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan .untuk palillg lailla 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPOLB.

(3) Oalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda
sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan
keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.

(4) Oalarn hal Wajib Pajak Illengajukan permohonan banding, sanksi
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Oalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian,
Wajib F'ajak ciikenai sanksi administratif berupa denda sebesar
1000A, (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan
Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.

BAB XIV ...
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BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 31

(1) Alas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak' dapal
mengajukan per/nohonan pengembalian kepada Bupati secara
terlulis dan menyebutkall sekurang-kurangnya

a. Nama dan Alamat wajib pajak;

b. Masa pajak;

c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;

d. Alasan YClngjelas.

(2) Bupati dalam Jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak dilerimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memberikan kepulusan

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dllampaui Bupati tidak meillberikan keputusan, permohonan
pengeillbalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan
dan SKPDLB harus cliterbitkan clalam waktu paling lama 1 (satu)
bulan

(4) Apabila wajib pajak mempunyai hulang pajak lainnya, kelebihan
peillbayaran pajak sebagaimana dimaksucl pada ayat (2)
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang
pajak.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan
setelah lewal waktu 2 (dua) bulan sejak dilerbitkannya SKPDLB,
Bupali memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan atas keterlambatelrl pembayaran kelebihan pembayaran
pajak.

(7) Tata cara pengeillbalian kelebihan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialur dengan Peraluran
Bupati.

Pasal 32

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhilungkan dengan hulang
pajak lainnya, sebagaimana dilllaksud dalam Pasal 31 ayal (4),
pembayarannya dilakukan denSlan cara pemindahbukuan dan bukli
pemindahbukuan juga berlaku sebagaimana bukli peillbayaran.

BAB XV ..
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BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 33

(1) Hak untuk Illelakukan penagihan Pajak Illenjadi kedaluwarsa
setelah Illelaillpaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak Illelakukan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan I)ajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Te~luran dan/atau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik lang sung
Illaupun tidak langsung.

(3) Dalalll hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa
sebagailllana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa
tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dilllaksud
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya
menyatakan masih Illempunyal utang Pajak dan belum
Illelunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atClu penunclaan pembayaran dan permohonan
keberCltan 018hWajib Pajak

Pasal 34

(1) Piutclllg Pajak yang tidak Illungkin ditagih lag1 karena hak untuk
Illelakukan penagihan suclah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati Illenetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa
diatur dengan Peraturan 8upati.

BAB XVI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 35

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit
Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara
pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peratur,iIn Bupati.

Pasal 36 ..
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F'asal 36

(1) Bupati atau Pejat1at yang ditunjuk berwenang rnelakukan
pemeriksaan untuk Illenguji kepatuhan pelllenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan kewajiban Retribusi dalarn rangka
Illelaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah dan Retribusi.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. Illeillperlihatkan dan/atau Illeillinjalllkan buku atau catatan.
dokulllen yang Illenjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki ternpat atau
ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan
guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

C. Illeillberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut Illengenai tata cara perneriksaan Pajak
diatur dengan Peraturan E:upati.

BAB XVII

INSENTIF PEI\i1UNGUTAN

Pasal 37

(1) Instansi yang Illelaksanakan pernungutan Pajak dapat diberi
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Peillberian insentif sebagairnana dirnaksud pada- ayat (1)
ditetapkan Illelalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara peillberian dan peillanfaatan insentif sebagairnana
dirnaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan
berpedornan pada Peraturan Pernerintah tentang tata cara
pernberian dan pernanfaatan insentif.

BAB XVIII

KETENTUAN I<HUSUS

Pasal 38

(1) Setiap pejabat dilarang Illemberitahukan kepada pihak lain segala
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib
Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk
menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan di:18rah.

(2) Larangan sebagailllcllla dirnaksud pada ayat (1) berlaku juga
terhadap jenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk rnembantu
dalalll pelaksan:lan ketentuan peraturan perundang-undangan
perp;]Jakan daerah.

(3) Dikecualikan
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(3) Dikecualikan pari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) adalah:

a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau
saksi ahli dalam sidang pengadilan;

b. pejabat cJan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati
lIntuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga
negara atau instansi Pemerintah yang berwenang
melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin
tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
tenaga ahli sebagairnana dimaksud pada ayat (2), agar
memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau
tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Untllk kepentingan perneriksaan di pengadilan dalam perkara
pidana atau perdala, alas permintaan hakim sesuai dengan
Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat
memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), untuk' memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan
keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan
yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata
yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIX

PENYID1KAN

c. me'minta...
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c. Illeillinta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atall
Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah;

d. Illeilleriksa bukll, catatan, dan dokllillen lain berkenaan
dengarl trndak prdana dr brdang perpajakan Daerah;

e Illelakukan penggeledahan untuk Illendapatkan bahan bukti
peillbukuan, pencatatan, dan dokulllen lain, serta
Illelakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Illeillinta bantuan tenaga ahli dalalll rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah;

g. Illenyuruh berhenti dan/atau Illelarang seseorang
Illeninggalkan ruangan atau teillpat pada saat peilleriksaan
sedang berlangsung dan Illeilleriksa identitas orang, benda,
dan/atall dokllillen yang dibawa;

h. Illeillotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
perpajC1k;lIlDaerah;

I. Illeillanggil orang lIntuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Illenghentikan penyidikan; dan/atau

k. Illelakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dilllaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikclll dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut LJmulll melalui Penyidik pejabat Polisi Negara
ReplIblrk Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalalll
Undang-Undang Hukulll ,Il,caraPidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal40

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD
atall Illengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melaillpirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat)
kali IUllliah pajak terutang 'lang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 41.
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Pasal41

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak
atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak
atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal42

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena
kealpaannya tida'k mernenuhi kewajiban merahasiakan hal
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta
rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan
sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang
menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban peJabat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang
kerahasiaannya dilanggar

(4) Tuntutan pidana sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan
pribadi seseorang atau E3adan selaku Wajib Pajak, karena itu
dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal43

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2)
merupakan penerimaan negara.

BAB XXI

KETENTUAN F'ENUTUP

Pasal44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pajak
Hiburan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45 ..
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Pasal45

PE1raluranDaerah ini mulai berlaku pada langgal 01 Januari 2011.

Agar seliap orang mengelahuinya, memerinlahkan pengundangan
Peraluran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

LEM)3ARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2010 NOMOR : 10'7
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